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INTISARI 
 

  
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang 

MRP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua.  Penelitian ini juga bertujuan mengetahui 
Perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Faktor-faktor yang 
merupakan kendala atau hambatan MRP dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. 

Penelitian ini  dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-
undangan dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, dan 
wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan masukan guna 
penyempurnaan penulisan tesis ini. 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua di bentuk MRP 
yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang 
tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan 
pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan 
pemantapan kerukunan hidup beragama.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang 
MRP belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP 
belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli 
Papua. Hal ini tampak pada lambannya Pemerintah Provinsi dan DPRP 
membentuk Perdasus yang mengatur teknis operasional Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang MRP dan sejumlah tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan Pasal 
20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua,  baru 2 (dua) yang dapat di laksanakan yaitu pertimbangan dan 
persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh 
DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus yang dibentuk oleh 
Gubernur bersama DPRP  yaitu Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus dan Perdasus 
tentang Pendidikan. 

  
 

Kata- kata kunci :  Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli 
Papua. 
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 ABSTRACT 
 

 
This research intended to know the implementation of task and obligation of 

MRP obediently to the mandate of the Law Number 21 of 2001 on Special 
Autonomy for Papua Province. This research did intended to know the protection 
of MRP to the basic rights of Papua indigenous, and the factors becoming the 
barriers or obstacles of MRP in conducting its task and obligation. 

This research was conducted by tracing the regulations and various literatures 
that has relation to this thesis writing, and interview with some source persons for 
gaining input in order to perfecting this thesis writing. 

In order to implement special autonomy in Papua, it was formed MRP that is 
the cultural representative of Papua indigenous, that has certain authority in the 
pace of protecting the Papua indigenous’ right, underlying to the esteem to the 
esteem to the custom and culture, female outsourcing, and the consolidation of 
religious life concordance. 

The result of this research showed that the implementation of task and 
obligation of MRP have not been conducted conseguently and consistently. The 
result, MRP has not fully give protection to the basic right of Papua indigenous. It 
seems on the slowness of Provincial Government and DPRP in forming Special 
Regional Regulation that rule on operational technique of the implementation of 
task and obligation of MRP and some duties and authorities of MRP that is 
amended in the Article 20 paragraph (1) in Law Number 21 of 2001 on Special 
Autonomy to Papua Province, there are only 2 (two) that could be implemented, 
i.e. the consideration and approval toward the candidate of Governor and Vice 
Governor nominees that was proposed by DPRP, and consideration and approval 
of MRP to the Special regional Regulation that was formed by the Governor along 
with DPRP, i.e. Special regional Regulation on the Distribution of Special 
Autonomy Fund and Special regional Regulation on Education. 

 
 

Keywords :   Special Autonomy, Papua Society Council (MRP), Right of Papua 
Indigenous. 
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